PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Menimbang :

Mengingat

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

bahwa untuk menyelaraskan pedoman dalam pelayanan
informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi
Banten, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap
Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan
Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan
Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan

Pemerintah Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4010);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi  Kementerian  Dalam  Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 157);



Menetapkan :

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun

2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di

Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun
2021 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dihapus, angka 23 dan angka 25 diubah,

dan ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 40, sehingga Pasal 1

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Banten.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas Pelaksanaan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan wurusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Gubernur adalah Gubernur Banten.

Perangkat Daerah adalah wunsur Pelaksana Gubernur dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Badan

Daerah.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN



10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Banten.

Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Banten.

Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana Gubernur dalam
melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan tugas Pelaksanaan.

Badan Daerah adalah unsur penunjang yang melaksanakan
fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk
mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Dihapus.

Unit Kerja adalah bagian dari perangkat daerah yang
melaksanakan satu atau beberapa program.

Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah penyelenggara
Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan
perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang
dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD
adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau
Badan Daerah.

Badan Publik adalah Pemerintah daerah dan DPRD yang fungsi
dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah
sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan
masyarakat, dan/atau luar negeri.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-
tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta
maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca,
yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara
elektronik dan non elektronik.

Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Daerah yang

berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
lainnya, serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan
Publik.

Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah kepada masyarakat pengguna Informasi.

Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada
seseorang atau masyarakat untuk memperoleh Informasi Publik
yang dibutuhkan.

Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat
dan/atau diterima oleh Pemerintah Daerah dalam rangka
pelaksanan kegiatannya, baik tetulis diatas kertas atau sarana
lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat
dilihat, dibaca atau didengar.

Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan
pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untuk bahan
Informasi Publik.

Komisi Informasi Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Komisi
Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan
undang-undang dan peraturan pelaksanaan, yang menetapkan
petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan
menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi
dan/atau ajudikasi non litigasi di Daerah.

Pengelolaan Dokumen adalah proses pengumpulan, penyusunan,
penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penyajian dokumen
secara sistematis.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau
pelayanan Informasi di Pemerintah Daerah, yang terdiri dari PPID
Utama dan PPID Pelaksana.

Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung
pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung
pejabat yang bersangkutan di lingkungan Provinsi Banten.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
selanjutnya disingkat PPID Pelaksana adalah Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi yang berada pada Perangkat Daerah.



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP
adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai
proses penyelenggaraan tugas-tugas PPID.

Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya
disingkat DIDP adalah catatan berisi keterangan secara sistematis
tentang seluruh Informasi dan Dokumentasi Publik yang berada di
bawah penguasaan Pemerintah Daerah tidak termasuk Informasi
dan dokumenasi yang dikecualikan.

Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat RPID adalah tempat pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Publik dan berbagai Informasi dan Dokumentasi
lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian
Informasi dan Dokumentasi Publik.

Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya
disingkat SIDP adalah sistem penyediaan layanan Informasi dan
Dokumentasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan
Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat LLID adalah laporan yang berisi gambaran umum
kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi, pelaksanaan
pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan rekomendasi serta
rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan
Informasi dan Dokumentasi.

Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut FKPPID Pemda
adalah wadah komunikasi, koordinasi, konsolidasi, pembinaan,
dan pengawasan PPID Pemerintah Provinsi dan PPID Pemerintah
Kabupaten/Kota.

Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum
atau badan Publik.

Pengguna Informasi Publik adalah orang/badan yang
menggunakan Informasi Publik.

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan

hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.



36.

37.

38.

39.

40.

Uji konsekuensi adalah pertimbangan dengan seksama dan penuh
ketelitian tentang dampak atau akibat yang timbul apabila suatu
Informasi dibuka dan adanya kepentingan Publik yang lebih besar
yang harus dilindungi dengan menutup suatu Informasi Publik.
Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara
badan Publikdan pengguna Informasi Publik yang berkaitan
dengan hak memperoleh dan menggunakan Informasi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa Informasi Publik antara
para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.

Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa Informasi Publik
antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.

Bantuan Kedinasan adalah kerjasama antar Badan Publik guna

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru,

yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 5

Pemerintahan Daerah berhak menolak memberikan Informasi dan

Dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan seperti:

a. informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara;

b. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan
kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak
sehat;

c. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak
pribadi;

d. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia
jabatan; dan/atau

e. Informasi dan Dokumentasi yang belum dikuasai atau
didokumentasikan.

Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPID Pelaksana kepada

PPID utama untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur.



(3) Pemerintahan Daerah berhak memperoleh suatu Informasi Publik
dari Badan Publik lainnya dengan mekanisme Bantuan Kedinasan
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

(4) Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 4 (empat) ayat baru, yakni ayat (3),
ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 6

(1) Pemerintahan Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau
menerbitkan Informasi dan Dokumentasi Publik yang berada di
bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain
Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintahan Daerah dapat membangun dan
mengembangkan sistem Informasi dan Dokumentasi yang dapat
diakses dengan mudah.

(3) Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memperhatikan pelindungan Data Pribadi.

(4) Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(5) Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang
Disabilitas.

(6) Akses Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana
dimaksud dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi

sebagai berikut :
Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 dibantu oleh Tim Pertimbangan.

-8-



(2) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas untuk membantu merumuskan pertimbangan

tertulis atas pelayanan informasi publik, Daftar Informasi Publik,

dan Informasi yang dikecualikan.

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf (c) dan huruf e diubah, sehingga

Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Struktur organisasi PLID Provinsi, terdiri atas :

a.
b.

C.

g.

pembina, dijabat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur;
pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
tim Pertimbangan, dijabat oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten,
Asisten Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Banten dan Asisten Administrasi Umum Sekretariat
Daerah Provinsi Banten, Staf Ahli Bidang Hukum dan
Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, dan Kepala
Biro Hukum;

PPID Utama, dijabat oleh Pejabat Eselon II yang menangani
Informasi dan Dokumentasi serta kehumasan;

PPID Pelaksana, dijabat oleh Pejabat pada Perangkat Daerah
yang mengelola Informasi dan Dokumentasi;

bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang
Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan
Infomasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa
Infomasi; dan

pejabat fungsional.

Bagan struktur organisasi PLID Provinsi, tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 21

(1) RPID terletak di lokasi yang mudah dijangkau dan dilengkapi

dengan sarana dan prasarana yang memadai dan aksesibilitas

bagi penyandang disabilitas.



(2) RPID dikelola oleh pejabat fungsional dan/atau petugas Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi.

7. Ketentuan Lampiran [ diubah, sehingga menjadi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2021
GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM
Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2021
Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MUHTAROM

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

%
Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19671228 199312 1 001
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LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN

PELAYANAN

DOKUMENTASI

INFORMASI

PUBLIK DAN

DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI PLID PROVINSI BANTEN

Pembina
Gubernur
Wakil Gubernur

Pengarah
Sekretaris Daerah
selaku Atasan PPID

Tim Pertimbangan
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi
Banten;
Asisten Pembangunan dan Perekonomian
Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
Asisten Administrasi Umum Sekretariat
Daerah Provinsi Banten;
Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan
Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Banten.

Pejabat Eselon Il yang menangani Informasi dan Dokumentasi serta kehumasan

PPID Utama

Pejabat Perangkat Daerah Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PPID Pelaksana

Bidang Pendukung
Sekretariat PLID

Bidang
Pengolahan Data
dan Klasifikasi
Informasi

Bidang Pelayanan
Informasi dan
Dokumentasi

Bidang Fasilitasi
Sengketa
Informasi

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

on =

Drs. E.A. Deni Hermawan M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19671228 199312 1 001

PEJABAT FUNGSIONAL
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GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM




